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ABSTRAKSI 

 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, telah memberikan ruang bagi 

Pemerintah Desa dalam melakukan pembangunan desa. Dengan mengacu pada UUD 1945 

Pasal 18 Ayat 7, UU Desa No 6 tahun 2014 meletakkan pandangan mengenai desa 

yang berbeda dengan pandangan yang melihat daerah. Dimana desa sebagai 

masyarakat berpemerintahan (self governing community) dengan asas-asas yang 

dimilikinya (rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, 

kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, 

pemberdayaan dan keberlanjutan) menjadikan Desa berbeda dengan pemerintahan 

formal, umum dan daerah dalam kaitannya dengan kewenangan Desa (berdasarkan 

hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa), struktur dan perangkat desa, serta 

tata kelola pemerintahan desa. Untuk itu Pemerintah Kabupetan Bantul telah 

mengeluarkan beberapa Peraturan Daerah (Perda) tentang desa sebagai pengaturan 

lanjutan tentang desa menurut UU No. 6/2014 tentang Desa, misalnya Peraturan 

Kabupaten Bantul No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Desa dan Perda No. 2 tahun 

2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa sebagai peraturan lebih lanjut 

mengenai susunan organisasi pemerintah desa yang merupakan tindak lanjut dari 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Selanjutnya penelitian ini akan melihat bagaimana kesiapan pelaksanaan 

kewenangan desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Banguntapan, 

Kec. Banguntapan Kab. Bantul, DIY. Adapun metode penelitian yang digunakan 

adalah deskriptif kualitatif sedangkan untuk teknik pengumpulan penelitian ini 

menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Penentuan narasumber  

dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposif dimana telah lebih dulu 

ditentukan karena pertimbangan penguaasaan data penelitian guna menjawab 

pertanyaan penelitian sebelum penelitian ini dilaksanakan. Sedangkan untuk analisa 

data, dalam peneliti ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, dimana analisis 

data akan melalui tiga tahapan yaitu: pengumpulan data, interpretasi data dan 

penyimpulan data. 

Adapun hasil penelitian yang didapat bahwa Kesiapan Pelaksanaan 

Kewenangan Desa terhadap Kesiapan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul DIY belum berjalan dengan baik. Hal 

ini dapat diketahui dari beberapa penyebabnya yang antarara lain:  

1. Dari segi landasan dan pengaturan tentang kesiapan pelaksanaan kewenangan 

desa sebagaimana yang diamanatkan UU Desa No. 6/2014 belum sepenuhnya 

terlengkapi mengingat hingga saat ini belum adanya peraturan bupati terkait 

dengan pedoman pelaksanaan kewenangan desa, hal ini berpengaruh pada arah 

wewenang dan pelaksanaan kewenangan sebagaimana kemandirian desa yang 

diamanatkan UU Desa. Padahal pengaturan seperti Perda dan Perbup yang 

berkaitan dengan desa seperti; Penetapan Desa, Pedoman Organisasi Desa, dan 

hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan aliran dana desa 
1
. Padahal, saat 

diwawancarai, PJ Lurah Banguntapan  mengungkapkan bahwa Pemerintah 

ditingkat desa telah siap untuk melaksanakan kewenangan Desa sebagaimana 

amanat UU no. 6/2014 tentang Desa 

                                                           
1
 Sebagaimana sajian data dalam tabel 1 “ jenis peraturan Kab. Bantul tentang Desa” pada BAB I. 
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2. Dalam pelaksanaan kewenangan desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan 

dibidang Pemerintahan desa Banguntapan sendiri dapat peneliti simpulkan bahwa 

belum adanya perubahan secara signifikan antara sebelum ataupun sesudah 

diberlakukannya UU Desa No. 6/2014 dari segi trobosan yang dilakukan 

berdasarkan kewenangan desa. Walaupun diakui oleh pamong desa saat ini bahwa 

ada perbedaan yang dirasakan sesudah diterbitkannya UU No. 6/2014 tentang 

desa ini namun ini terkait dengan beban kerja dan laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan kegiatan (SPJ) yang lebih rinci dan transparan mengikuti penyusunan 

SKPD Kabupaten Bantul.  

3. Sementara untuk kesiapan pelaksanaan kewenangan desa terdahap 

penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pembangunan, dapat disimpulkan 

bahwa saat ini terbatasnya waktu dalam realisasi kegiatan pembangunan 

sebagaimana yang telah tersusun dalam RPJMDes karena intensitas pelayanan 

yang dilaksanakan, mengingat dengan jumlah dan wilayah yang luas 

menyebabkan terbatasnya koordinasi ataupun pertemuan-pertemuan dalam hal 

pembahasan pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat. Namun demikian 

Pembangunan sarana danprasarana berupa jalan masih merupakan permasalahan 

yang sering dikeluhkan oleh warga masyarakat, walaupun diakui oleh masyarakat 

kalau saat ini memang sudah banyak pembanguan sumur resap air hujan untuk 

mengurangi banjir disaat musim hujan, namun pembangunan ini terkesan masih 

belum merata, sehingga tak jarang warga mengumpulkan dana swadaya sendiri 

untuk pelebaran jalan di sekitaran tempat tinggal mereka karena pembangunan 

jalan yang kurang maksimal. 

4. Kemudian dalam kesiapan pelaksanaan kewenangan desa terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pembinaan desa Banguntapan saat 

ini dapat disimpulkan sedang intens diselenggarakan oleh pamong desa yang juga 

menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda kerja pemerintah desa 

Banguntapan. Yang mana dalam pembinaan ini dilaksanakan berdasarkan rapat 

dari musrenbangdus yang kemudian dilanjutkan pada musrenbangdes untuk 

kemudian disusun dalam RPJMDes.  

5. Sedangkan untuk pelaksanaan kewenangan desa terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan desa di bidang pemberdayaan masyarakat Desa Banguntapan dapat 

disimpulkan saat ini juga sedang dalam masa prioritas sebagaimana juga 

himbauan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada setiap dukuh untuk 

menjadi skala prioritas mengingat saat ini pemberdayaan dan pembinaan 

masyarakat menjadi program yang dianggarkan sebesar 70% dari Dana Desa. 

Adapun kelompok tani, kelompok PKK, LKMD dan kelompok-kelompok 

masyarakat lainnya adalah sasaran utama dalam pelaksanaan agenda 

pemberdayaan masyarakat ini.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Secara historis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik 

dan pemerintahan di Indonesia bahkan jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk, 

struktur sejenis desa, masyarakat adat dan sebagainya telah menjadi institusi sosial 

yang mempunyai posisi yang sangat penting dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Salah satu realitas nyata yang dapat dilihat secara langsung adalah bahwa, 

sebagai organisasi pemerintahan yang paling kecil, paling depan dan paling dekat 

dengan masyarakat, Desa berhubungan secara langsung dan menyatu dengan 

kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat sehari-hari.  

Namun selama beberapa dekade dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai 

Desa belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa 

yang hingga saat berdasarkan Penjelasan UU No. 6/2014 tentang Desa sudah 

berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) dan sekitar 8.000 (delapan ribu) 

kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah 

tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut 

kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi 

masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan 

kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat 

mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dari sekian banyak dan peliknya persoalan yang dihadapi oleh Desa, beberapa 

ahli melihat bahwa akar permasalahan ini terletak pada kekeliriuan perspektif 
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terhadap desa yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Pembahasan ini mengemuka 

dalam proses penyusunan RUU Desa 2007 silam. Dimana pada saat itu, FPPD dan 

Direktorat Pemerintah Desa dan Kelurahan Ditjen PMD menyiapkan naskah 

akademik pada tahun 2007 (dalam Sutoro Eko, 2015:33) Persoalan yang mengemuka 

pada saat itu adalah bahwa selama ini kewenangan yang dijalankan oleh desa adalah 

kewenangan yang diberikan atau dilimpahkan dari kabupeten atau kota sebagai 

konsekuansi dari perspektif desentralisasi dan rezim pemerintahan daerah yang 

melingkupi desa. 

Tentu saja bagi sebagian ahli pandangan ini keliru, karena bila desa dipandang 

sebagai bagian dari rezim pemerintahan daerah dan mengikuti konstruksi 

desentralisasi, maka pandangan tentang Desa adalah residualitas, yang mana desa 

hanya menerima pelimpahan dan “sisi-sisa” daerah, apakah itu sisa kewenangan, 

maupun sisa keuangan dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini menyiratkan 

kekeliru karena tidak menghormati dan mengakui keberadaan desa yang bahkan 

sebelum negara ini terbentuk, Desa telah lama tumbuh dan berkembang sebagai 

kesatuan masyarakat hukum.  

Dari proses pedebatan yang panjang itu, lahirlah perspektif baru dalam 

memandang Desa dengan meletakkan rekognisi dan subsidiaritas sebagai asas-asas 

utama untuk diaktualisasikan dalam pengaturan Desa sebagaimana yang termuat 

dalam UU Desa No 6 tahun 2014 dengan harapan baru guna tercapainya Desa yang 

maju, kuat, mandiri dan demokratis. 

Nawacita Jokowi-JK juga membidik agenda pembangunan perdesaan ini. 

Dalam Nawacita ditegaskan bahwa Pemerintah berkomitmen menjalankan program-

program investasi pembangunan perdesaan (seperti hutan, kebun, ternak, perikanan, 

agroindustri kerakyatan dan sebagainya) dengan pola shareholding yang melibatkan 
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desa dan warga desa sebagai pemegang saham. Pola shareholding atau bagi saham ini 

desa dan warga desa menyediakan tanah dan tenaga bukan dibeli/disewa, melainkan 

sebagai penyertaan saham sebagaimana uang yang dimiliki pemerintah atau swasta. 

Tujuannya agar desa dan masyarakat tidak hanya menerima trickle down effect dan 

terkena dampak sosial dan ekonomi-politik yang timpang, melainkan mereka hadir 

berdaulat sebagai tuan rumah di negerinya sendiri. (Sutoro Eko, 60-61: 2015) 

Bahkan sebagai bentuk keseriusan pembangunan dan dukungannya terhadap 

percepatan pembangunan desa, pemerintah pusat akan menerbitkan surat keputusan 

bersama untuk memangkas birokrasi pencairan dana desa. Langkah ini diambil untuk 

memacu penyaluran dan penyerapan dana sebesar Rp 20,7 triliun untuk 74.093 desa 

tahun 2015. (Harian Kompas Cetak, 8 September 2015). 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, telah memberikan ruang 

bagi Pemerintah Desa dalam melakukan pembangunan desa yang tertuang dalam 

Pasal 78 (1), yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan 

kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan 

kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi 

ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara 

berkelanjutan dengan kewenangan yang dimilikinya.  

Dengan mengacu pada UUD 1945 Pasal 18 Ayat 7, UU Desa No 6 tahun 2014 

meletakkan pandangan mengenai desa yang berbeda dengan pandangan yang melihat 

daerah. Dimana desa sebagai masyarakat berpemerintahan (self governing 

community) dengan asas-asas yang dimilikinya (rekognisi, subsidiaritas, 

keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, 

demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan) 

menjadikan Desa berbeda dengan pemerintahan formal, umum dan daerah dalam 
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kaitannya dengan kewenangan Desa (berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal 

skala desa), dan struktur dan perangkat desa, serta tata kelola pemerintahan desa. 

Ditegaskan pula dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi ( Permen PDT) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 

tentang  pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal 

berskala desa.  

Dalam pasal 2 Permen PDT No 1/2015 bahwa, ruang lingkup kewenangan 

berdasarkan hak asal usul Desa meliputi: a.) sistem organisasi perangkat Desa; b.) 

sistem organisasi masyarakat adat; c.) pembinaan kelembagaan masyarakat; d.) 

pembinaan lembaga dan hukum adat; e.) pengelolaan tanah kas Desa; f.) pengelolaan 

tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat; g.) 

pengelolaan tanah bengkok.  

Selanjutnya dalam pasal 3 Permen PDT No 1 tahun 2015  dikatakan bahwa 

untuk kriteria kewenangan lokal berskala desa meliputi: a.) kewenangan yang 

mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat; b.) kewenangan 

yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan 

masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa; c.) kewenangan yang 

berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa; d.) 

kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa; e.) program 

kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak 

ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan f.) kewenangan lokal 

berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang 

pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah 

kabupaten/kota.  
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Keadaan yang kini terjadi adalah, Desa saat ini tengah berada pada masa 

transformasi dan transisi dalam hubungannya dengan pemerintah pusat, provinsi dan 

kabupaten/kota. Telah terjadi perubahan pengaturan tentang kewenangan desa antara 

UU (Undang-Undang) No. 32 tahun 2004 dengan UU (Undang-Undang) No. 6 tahun 

2014. Pertama, UU No. 32/2004 menegaskan urusan pemerintahan yang sudah ada 

berdasarkan asal-usul desa, sedangkan UU No. 6/2014 menyatakan kewenangan 

beradasarkan hak asal-usul. Pada dasarnya kedua pengaturan ini mengandung isi yang 

sama, hanya saja UU No. 32/2004 secara tersurat membatasi pada urusan 

pemerintahan. Kedua, UU No. 32/2004 menyatakan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, 

sedangkan UU No. 6/2014 menegaskan kewenangan lokal berskala desa (dalam 

Sutoro Eko 2014:105).  

Urusan pemerintah pada dasarnya mencakup tiga fungsi yang dijalankan yaitu: 

pengaturan (public regulation), pelayanan publik (public goods), dan pemberdayaan 

masyarakat (empowerment)
2
. Karena kedudukan, bentuk dan sifat desa berbeda 

dengan pemerintah daerah, maka kewenangan ”mengatur dan mengurus” yang 

dimiliki desa sangat berbeda dengan kewenangan pemerintah daerah.  

Berdasarkan UU Desa No 6/2014 pasal 1 menyebutkan bahwa, Desa atau yang 

disebut dengan nama lain udik adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

                                                           
2
 Pengaturan merupakan kegiatan mengatur (membuat peraturan tentang perintah yang harus dijalankan 

dan larangan yang harus dihindari) tentang pemanfaatan barang-barang publik, seperti pendidikan, 

kesehatan, jalan laut, sungai, hutan, kebun, air, udara, uang dan lain-lain. Sedangkan pemberdayaan 

adalah fungsi pemerintah memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengakses atau memanfaatkan 

barang-barang publik tersebut serta mengembangkan potensi dan aset yang dimiliki masyarakat. 
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UU 6/2014 telah memberikan ruang yang luas kepada desa untuk tetap 

mempertahankan keaslian dan asal usul desa atau dengan sebutan lain dalam 

pelaksanaan pemerintahan desa yang disesuaikan dengan susunan asli masing-masing 

desa yang miliki sejarah panjang bahkan sebelum NKRI terbentuk, selain itu, UU ini 

juga mengakui akan adanya hak kepemilikan tanah desa sebagai aset yang dimiliki 

oleh desa, serta peran pranata sosial yang berdasarkan adat dalam penyelesaian 

sengketa dan pelestarian adat dan tradisi dari masing-masing desa atau nama lain. 

Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang 

Desa disebutkan bahwa kewenangan berdasarkan hak asal usul terdiri dari beberapa 

perihal diantaranya, sistem organisasi masyarakat adat, pembinaan kelembagaan 

masyarakat, pembinaan lembaga dan hukum adat, pengelolaan tanah kas Desa dan 

pengembangan peran masyarakat Desa.  

Sedangkan tanah desa merupakan hak asal usul desa yang paling vital, sebab 

tanah merupakan aset (kekayaan) yang menjadi sumber penghidupan dan kehidupan 

bagi desa dan masyarakat.  

Dengan telah diberlakukannya UU Desa, menjadi titik awal pengaturan 

penentuan dan penegasan batas-batas wilayah desa untuk pelaksanaan kewenangan 

dalam hal mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa setempat. Karena 

dengan semakin berkembangnya penduduk, pemukiman, kegiatan usaha, dan aktivitas 

penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan semuanya memerlukan lahan dan 

sumber daya alam. 

Perebutan sumber daya alam (SDA) pada tempat dan waktu yang bersamaan, 

dan tanpa adanya batas kewenangan berpotensi munculnya kerawanan konflik batas, 

khususnya yang berkaitan dengan batas antar daerah.  
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Karena seriusnya masalah mengenai batas daerah ini, beberapa waktu yang 

lalu, dalam halaman web jogjaprov.go.id. Dari 996 baru 180 segmen penyelesaian 

pengurusan pengadministrasian tapal batas Kabupaten/Kota di Indonesia dan 

penyelesaian tercepat dan tertinggi adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam 

sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda DIY 

Drs.Sulistyo.SH.M.Hum
3
 menyatakan bahwa penegasan batas daerah  tersebut untuk 

mempertegas daerah yang menjadi kewenangan untuk mengelola sumberdaya 

diwilayahnya, yaitu daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengekploitasi dan 

mengeksplorasi sumberdaya. Disamping itu juga kemampuan daerah untuk 

mengoptimalkan sumberdaya yang ada menjadi penentu bagi daerah dalam 

menjalankan otonomi daerah, sehingga daerah-daerah menjadi terdorong untuk 

mengetahui secara pasti sampai sejauh mana wilayah kewenangannya, terutama yang 

memilki potensi sumber daya yang mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).  

Menurut Sekda DIY faktor strategis lainnya yang menyebabkan batas daerah 

menjadi sangat penting adalah karena batas daerah akan mempengaruhi luas wilayah 

daerah yang merupakan salah satu unsur dalam penghitungan Dana Alokasi Umum 

(DAU) dan bagi hasil Sumber Daya Alam (SDA). 

Adapun tapal batas yang ditandatangani antara Kabupaten Bantul dan 

Kabupaten Sleman tersebut salah satunya adalah sengketa batas wilayah antara Desa 

Banguntapan, Desa Baturetno Kecamatan Banguntapan, Bantul dengan Desa 

Caturtunggal, Desa Maguwoharjo, Depok, Sleman.  

Permasalahan timbul di blok Santan, Tambakkraman dan Tambakbayan 

karena adanya tumpang tindih (overlapping) ketiga blok tersebut dalam peta desa. 

                                                           
3
 Sambutan ini dibacakan dalam agenda acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama Penetapan Batas 

Daerah Antara Kabupaten Bantul Dengan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. (13/09/13) 
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Blok Santan, Tambakkraman dan Tambakbayan tergambar dalam peta desa 

Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul namun tiga blok tersebut 

tergambar juga dalam peta desa Maguwoharjo (blok Santan) dan Peta Desa 

Caturtunggal (blok Tambakbayan dan Blok Tambakkraman) Kecamatan Depok 

Kabupaten Sleman. Oleh sebab itu dalam penyelanggaraan administrasi 

pemerintahan, penetapan tapal batas ini menjadi penting untuk dilaksanakan. 

Mengingat batas antar daerah adalah pemisah wilayah penyelenggaraan kewenangan 

suatu daerah dengan daerah lain. 

Pemerintah desa telah diketahui mempunyai hak dalam mengatur dan 

menjalankan roda pemerintahan rumah tangganya sendiri, di antara beberapa 

kewenangan desa antara lain : 

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal 

usul desa 

b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan 

pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat. 

c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota 

d. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 18 yang 

menyatakan bahwa: Kewenangan Desa meliputi bidang penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan 

Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 

usul, dan adat istiadat Desa.  



xxii 
 

Dalam pasal 19 UU Desa No 6/2014 disebutkan bahwa Kewenangan Desa  meliputi: 

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul; 

b. Kewenangan lokal berskala Desa; 

c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, 

atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan 

d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Selanjutnya penelitian ini akan melihat bagaimana kesiapan pelaksanaan 

kewenangan desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Banguntapan, 

Kec. Banguntapan Kab. Bantul, DIY. Mengingat Pemerintah Kabupetan Bantul telah 

mengeluarkan beberapa Peraturan Daerah (Perda) tentang desa sebagai pengaturan 

lanjutan tentang desa menurut UU No. 6/2014 tentang Desa, misalnya Peratutan 

Kabupaten Bantul No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Desa dan Perda No. 2 tahun 

2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa sebagai peraturan lebih lanjut 

mengenai susunan organisasi pemerintah desa yang merupakan tindak lanjut dari 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
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